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ABSTRACT 
 
 Local tax is obligatory contribution made by the individual or entity to region 
without compensation are balanced, which can be imposed, pursuant to the prevailing 
laws and regulations, used to finance local governance and local development.  Revenue is 
all revenue from local taxes, levies, local wealth management result and regional 
development from revenues, especially those stemming from local taxesor levies.  The 
local taxes and levies to help development activities revenue budget expenditures.  Local 
governments are also digging a new local taxes annually. The research was conducted in 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu. This study 
uses descriptive data obtained subseqent highly structured and analyzed correctly by the 
theory relevant to the problems and then take a conclusion.  From the results of this 
research note thet of the 10 types of local taxes under the authority of district/city 
government as stipulated in the laws of local taxes and levies, government Rokan Hulu 
only apply local taxes 9, and from 27 types of levies under the authority of district/city 
government as stipulated in the laws of local taxes and levie, the government Rokan Hulu 
implemented new 20 types retribution, meaning there are 7 types of retributions that have 
not been applied in Rokan Hulu. 
 
Keywords: Local taxes, Levies 
 
ABSTRAK 
 
 Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 
kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan 
peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 
penyelengaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.   Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) adalah seluruh penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, 
hasil pengelolaan kekayaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah yang berasal 
dari  PAD, khususnya yang bersumber dari pajak daerah atau retribusi daerah. Adapun 
peranan pajak daerah dan retribusi daerah adalah untuk membantu pembangunan kegiatan  
APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Pemerintah Daerah juga menggali Pajak 
Daerah yang baru setiap tahunnya. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini mengunakan  
metode deskriptif yaitu data yang diperoleh selanjutnya disusun sedemikian rupa dan 
dianalisis  secara benar berdasarkan teori yang relevan dengan permasalahan untuk 
kemudian dimbil suatu kesimpulan.  Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa dari 10 jenis 
Pajak Daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana 
diatur dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten 
Rokan Hulu hanya menerapkan 9 Pajak Daerah dan dari 27 jenis Retribusi Daerah yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu baru 
menerapkan 20 jenis Retribusi Daerah, artinya masih terdapat 7 jenis Retribusi Daerah 
yang belum diterapkan di Kabupaten Rokan Hulu. 
 
Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah 
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1. PENDAHULUAN  
 
1.1 Latar Belakang  
 Salah satu usaha untuk mencapai 
kemandirian suatu bangsa atau negara 
dalam pembiayaan pembangunan adalah 
dengan menggali  sumber dana dari 
dalam negeri. Sejak dasawarsa terakhir 
ini peranan pajak menempati urutan 
terpenting dalam memberikan  kontribusi  
terhadap Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara (APBN).  Hal ini menjadikan 
pajak  sebagai sumber penerimaan dana  
yang utama karena  pajak merupakan 
salah satu  sektor penerimaan  yang 
relatif stabil terhadap kondisi  
perekonomian  yang fluktuatif dan 
memiliki potensi beraneka ragam. Ada 
beberapa jenis pajak yang harus dibayar 
olehWajib Pajak (WP) baik WP Orang 
Pribadi maupun  WP Badan Usaha.  Dari 
berbagai jenis pajak tersebut, salah satu 
adalah Pajak Penghasilan  (PPh).  PPh 
merupakan pajak langsung yang 
pembebanannya tidak dapat dilimpahkan  
kepada pihak lain tetapi harus menjadi 
beban langsung  WP yang bersangkutan. 
Seiring dengan perkembangan  
perekonomian yang berlangsung secara 
berkesinambungan maka Peraturan  
Perpajakan terus mengalami perubahan 
dan penyempurnaan sesuai dengan 
kondisi yang berkembang saat ini. 
Menurut undang-undang Perpajakan 
Indonesia yang berlaku sekarang 
menetapkan bahwa WP berkewajiban dan 
diberi wewenang untuk menghitung, 
melaporkan dan membayar sendiri 
pajaknya (self assement system). Dengan 
penerapan self assement system ini maka 
membawa konsekuensi bahwa WP harus 
mengetahui segala hal yang berhubungan 
dengan pajak yang menjadi bebannya. 
Setiap WP harus mengetahui dengan baik 
tentang Peraturan Perpajakan yang 
sedang berlaku sekarang. 
Pada umumnya WP kurang 
mengetahui tentang Peraturan Pajak 
dengan baik sehingga terkadang terjadi 
kesalahan dalam perhitungan pajak yang 
harus dibayar. Setelah itu juga, WP 
kurang menerapkan pencatatan  yang 
sesuai dengan standar Akuntansi 
Keuangan (SAK) yang berlaku yaitu 
SAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak 
Penghasilan. Akibat yang timbul adalah 
terjadinya perbedaan dalam perhitungan 
pajak penghasilan yang dibuat oleh WP 
dengan peraturan perpajakan yang 
berlaku.  
 Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah merupakan salah satu sumber 
penerimaan daerah yang terbesar dan 
sangat penting bagi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan pelaksanaan 
pemantapan otonomi daerah yang nyata, 
dinamis, dan serasi dan bertanggung 
jawab dengan fokusnya pada daerah 
tingkat II.  Membayar pajak adalah salah 
satu  bentuk perwujudan kewajiban 
warga negara untuk ikut serta dan 
berperan dalam  pembangunan nasional 
pada umunnya dan daerah pada 
khususnya  guna untuk mencapai suatu 
masyarakat yang adil dan makmur. 
 Berdasarkan ketentuan Pasal 5 
dan 6 UU No 33 tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 
Daerah, menunjukkan bahwa hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah sebagai 
Sumber Pendapatan Asli Daerah. Berarti 
dalam hal ini dapat dibebankan kepada 
masyarakat.   Bentuk dan jenis 
Pendapatan Asli Daerah yang dipungut 
oleh daerah diartikan sebagai upaya 
peningkatan kesejahteraan masyarakat 
dan oleh karena itu Pemerintah Daerah 
harus mampu memberdayakan 
masyarakat secara aktif dan nyata dalam 
peningkatan  Pendapatan Asli Daerah. 
Dalam pelaksanaan amanat UU 
32 tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah  demi terwujudnya 
penyelenggaraan tata Pemerintah dan 
pelaksanaan  amanat UU No 33 tahun 
2004, maka dalam hal ini Pemerintah 
Kabupaten  Rokan Hulu melalui Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset merupakan salah satu perpanjangan 
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tangan dari pihak pemerintah Daerah 
yang menangani Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah yang merupakan salah 
satu sumber pendapatan Asli Daerah.  
 Berdasarkan uraian 
permasalahan di atas, maka penulis 
tertarik untuk meneliti tentang Peranan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Kabupaten Rokan Hulu”. 
 
1.2  Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah 
diatas, maka penulis membuat suatu 
perumusan masalah sebagai berikut: 
Bagaimana Peranan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah dalam pembangunan 
ekonomi daerah pada  Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kabupeten Rokan Hulu ? 
 
1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 Adapun tujuan dari penelitian 
yang penulis lakukan pada Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Kabupaten Rokan Hulu Pasir 
Pengaraian : 
1. Untuk mengetahui apa saja yang 
tergolong Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 
2.  Untuk  mengetahui bagaimana 
menghitung Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 
3. Untuk mengetahui bagaimana 
Peranan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah bagi pendapatan 
daerah. 
Sedangkan manfaat dari 
penelitian ini sebagai berikut : 
1. Sebagai bahan masukan bagi 
instansi yang terkait untuk 
pengambilan keputusan dimasa 
yang akan datang 
2. Sebagai bahan referensi bagi 
penulisan yang sejenis pada masa 
yang akan datang. 
 
1.4  Metode Penelitian 
1.4.1 Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini penulis laksanakan 
di Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan 
Hulu Pasir Pengaraian, yang beralamat di 
Jalan Tuanku Tambusai KM 4 Komplek 
Perkantoran Pemda tepatnya pada bagian 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
 
1.4.2 Jenis dan Sumber Data  
 Jenis data yang penulis gunakan 
dala penelitian ini adalah data sekunder 
yaitu data yang penulis peroleh dari 
instansi dalam bentuk jadi seperti, data-
data yang berhubungan dengan Pajak 
Daerah. 
 
1.4.3 Metode Pengumpulan Data 
 Beberapa metode yang penulis 
gunakan dalam mengumpulkan data ini 
antara lain: 
a. Wawancara, yaitu suatu 
pengumpulan data dengan 
mengadakan tanya jawab secara 
langsung dengan bagian pajak 
daerah. 
b. Observasi, yaitu melakukan 
pengamatan secara langsung 
terhadap kegiatan kantor khususnya 
di bagian pajak daerah. 
c. Dokumentasi, yaitu meminta data 
yang berhubungan dengan pajak 
daerah dan retribusi daerah bagian 
pajak daerah. 
 
1.4.4 Analisis Data 
Dalam menganalisis data yang 
diperoleh, penulis menggunakan metode 
deskriptif yaitu data yang dikumpulkan 
selanjutnya dikelompokkan dan disusun 
sedemikian rupa, sehingga dapat di 
bandingkan secara cermat dengan teori 
yang relevan dengan permasalahan untuk 
kemudian ditarik kesimpulan. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Pengertian Pajak 
 Pajak merupakan pungutan yang 
dipungut oleh pemerintah berdasarkan 
Undang-Undang dan dapat dipaksakan 
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serta tidak mendapat imbalan secara 
langsung. 
 Ada beberapa pendapat mengenai 
pengertian pajak, diantaranya: 
 ”Pajak adalah peralihan kekayaan 
dari pihak rakyat kepada kas 
negara  
 Untuk membiayai pengeluaran 
rutin dan ” surplusnya” digunakan untuk 
”Public Saving” yang merupakan sumber 
utama untuk membiayai ” Public         
Investment” (Rimsky K. Judisseno,2004) 
 
 Rochmat Soemitro (1990),  
mengemukakan pengertian pajak sebagai 
berikut: 
”Pajak adalah iuran  kepada kas 
negara berdasarkan  Undang-Undang 
(yang dapat dipaksa) dengan tidak 
mendapat jasa timbal (Kontraprestasi), 
yang dapt ditunjukkan dan digunakan 
untuk membayar penggeluaran umum” 
 
 Dari pendapat diatas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pajak adalah iuran 
wajib dikenakan kepada wajib pajak dan 
dibayar kepada kas negara untuk 
kepentingan umum. 
 Dasar hukum perpajakan adalah 
pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi 
” Segala pajak untuk keperluan Negara 
berdasarkan Undang-Undang”. Pajak 
merupakan salah satu alat yang penting 
bagi pemerintah dalam mencapai tujuan 
ekonomi, politik sosial yang mengandung 
berbagai sasaran sebagai berikut: 
1. Pengalihan sumber dana dari sektor 
swasta ke sektor pemerintah 
2. Pendistribusian beban pemerintah 
secara adil dalam kelas-kelas 
penghasilan (Vertical Equity) dan 
secara merata bagi masyarakat yang 
berpenghasilan sama (Horizontal 
Equity).  
3. Mendorong  pertumbuhan ekonomi, 
stabilitas harga, dan perluasan 
kesempatan kerja ( Mohammad Zain, 
2005) 
 
2.2. Klasifikasi Pajak 
1. Pajak ditinjau dari golongan ada 2 
yaitu: 
a. Pajak Langsung 
Pajak langsung yaitu pajak yang 
bebannya harus dipikul sendiri 
oleh wajib pajak (WP) yang 
bersangkutan dan tidak boleh 
dilimpahkan kepada orang lain, 
contoh : PPh dan PBB. 
b. Pajak Tidak Langsung 
Pajak tidak langsung yaitu pajak 
yang bebanya dapat dilimpahkan 
kepada pihak ke-3 (konsumen), 
contoh : PPN, Bea Meterai dan 
BBN ( Bea Balik Nama) 
2. Pajak ditinjau dari sifatnya ada 2 
yaitu  
a. Pajak Subjektif  
Pajak subjektif yaitu pajak yang 
erat hubungannya dengan subjek 
atau keadaan dari wajib pajak atau 
status wajib pajak apakah sudah 
kawin atau belum yang ditaidai 
dengan status 
TK,K/0,K/1,K/2,K/3.  Contoh 
PPh.  
b. Pajak Objektif 
Pajak objektif yaitu pajak yang 
erat hubungannya dengan benda 
yang dikenai pajak sehingga 
besarnya jumlah pajak hanya 
tergantung kepada keadaan objek 
tersebut tampa dipengaruhi oleh 
keadaan diri WP. Contoh : PPN 
dan PPnBM. 
3. Pajak ditinjau dari segi 
pemungutannya ada 2 yaitu : 
a. Pajak Negara 
Pajak Negara yaitu pajak yang 
dipungut oleh Pemerintah Pusat 
dan digunakan untuk membiayai 
rumah tangga  negara. Contoh : 
PPh, PPN, PPnBM, PBB, Bea 
Meterai, dan lain-lain. 
b. Pajak Daeah 
Pajak daerah yaitu pajak yang 
dipungut oleh Pemerintah Daerah 
yang digunakan untuk membiayai 
rumah tangga daerah. Contoh : 
Pajak Reklame, Pajak Radio, 
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Pajak Kendaraan Bermotor dan 
lain-lain. 
Jenis-jenis pajak terdiri atas: 
1. Pajak Penghasilan (PPh), UU No. 36 
Tahun 2008  
 Pajak penghasilan (PPh) adalah 
pajak yang dibebankan atas jumlah 
uang yang diterima atas usaha yang 
dilakukan orang perorangan, dalam 
dan bentuk  usaha lainnya yang dapat 
digunakan untuk aktivitas ekonomi 
seperti mengkonsumsi dan/atau 
menimbun serta menambah 
kekayaan. 
2. Pajak Pertambahan Nilai  atas Barang 
dan Jasa (PPN), UU No.42 Tahun 
2009  Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) adalah pajak yang 
dipungut atas penyerahan barang 
kena pajak dan atau jasa kena pajak 
dalam negeri. 
3.    Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
(PPnBM), Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah (PPnBM) adalah 
pajak yang dikenakan Atas 
Penyerahan barang kena pajak yang 
tergolong mewah yang dilakukan  
Oleh Pabrikan kepada siapapun atau 
pada waktu impor barang kena pajak 
yang   Tergolong mewah oleh 
importir. 
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 
UU No. 12 Tahun1995   
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
adalah pajak yag dikenakan atas 
objek pajak bumi dan bangunan. 
5. Bea Meterai, UU No 13/1985 
Bea Meterai adalah biaya 
pengesahan atau pemungutan  secara 
hukum atas dokumen berharga dan 
penting oleh negara. 
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB), UU No 
20/2000 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan  adalah pajak yang 
dikenakan atas perolehan hak atas 
tanah dan bangunan. 
 
2.3 Sistem Pemungutan Pajak 
1. Offcial Assesment System  
 Official Assesment System 
adalah sistem pemungutan 
pajak dimana besarnya pajak 
yang terutang oleh wajib pajak 
ditentukan oleh fiskus (aparat 
perpajakan). Dalam hal ini 
Wajib Pajak bersifat pasif. 
2. Self Assesment System 
 Self Assesment System  adalah 
suatu sistem pemungutan pajak 
dimana untuk menghitung 
besarnya pajak terutang oleh 
Wajib Pajak dilakukan sendiri 
oleh Wajib Pajak. Dalam hal 
ini Wajib Pajak bersifat aktif. 
3. With Holding System 
 With Holding System yaitu 
suatu cara pemungutan yang 
memberikan wewenang keada 
pihak ketiga untu 
memungut/memotong besarnya 
pajak yang terutang. Dalam hal 
ini Wajib Pajak dan fiskus 
bersifat pasif. 
 
2.4  Pajak Daerah 
Pajak Daerah diatur dalam 
Undang-undang Republik Indonesia No. 
18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah 
dengan UU No. 34 tahun 2000. Dalam 
Pasal  1 angka 6 UU No.34 tahun 2000 
disebutkan pengertian pajak daerah. 
Jadi dapat di simpulkan : 
Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah adalah pungutan pajak yang di 
lakukan oleh Pemerintah Daerah baik 
Pemerintah Pusat  Propinsi maupun  
Pemerintah Kabupaten / Kota. Pungutan 
Pajak diatur melalui per Undang-
undangan.   
“Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disebut pajak, adalah iuran wajib yang 
dilakukan oleh orang pribadi atau badan 
kepada Daerah tanpa imbalan langsung 
yang seimbang, yang dapat dipaksakan 
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan 
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pemerintahan Daerah dan pembangunan 
Daerah “ 
Berdasarkan Undang-undang 
Nomor 18 tahun 1997 dan Undang-
undang Nomor 34 tahun 2004 pasal 1 
ayat 26 yang dimaksud dengan Retribusi 
adalah Pungutan daerah sebagai 
pembayaran atau jasa atau pemberian izin 
yang khususnya di sediakan dan atau di 
berikan Pemerintah Daerah  untuk 
kepentingan pribadi atau badan. Retribusi 
pada umumnya berhubungan langsung 
dengan prestasinya didasarkan atas 
Peraturan-peraturan yang berlaku umum 
dan untuk itu dapat dipaksakan. 
Dalam rangka pembagunan 
khususnya pembagunan ekonomi suatu 
daerah dalam pelaksanaan otonomi, maka 
akan selalu dikaitkan dengan kemampuan 
Pemerintah Daerah untuk menggali 
sumberdaya keuangan terutama  disektor 
pajak, maka Pajak Daerah dan Retribusi 
mempunyai peranan yang cukup 
signifikan demi peningkatan Pendapatan 
Daerah 
Adapun pembagian pajak daerah 
sesuai Pasal 2 UU No. 34 tahun 2000 
adalah 
(1)  Jenis pajak Kabupaten/Kota 
terdiri dari : 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
f. Pajak Pengambilan 
Bahan Galian Golongan 
C; 
g. Pajak Parkir. 
 Jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota 
ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) jenis pajak. 
Walaupun demikian, Daerah 
Kabupaten/Kota dapat tidak memungut 
salah satu atau beberapa jenis pajak yang 
telah ditetapkan, apabila potensi pajak di 
Daerah Kabupaten/Kota tersebut 
dipandang kurang memadai. 
a. Pajak Hotel adalah pajak atas 
pelayanan hotel. 
Hotel adalah bangunan yang 
khusus disediakan bagi orang untuk 
dapat menginap/istirahat, 
memperoleh pelayanan, dan/atau 
fasilitas lainnya dengan dipungut 
bayaran, termasuk bangunan 
lainnya yang menyatu, dikelola dan 
dimiliki oleh pihak yang sama, 
kecuali untuk pertokoan dan 
perkantoran. 
b. Pajak Restoran adalah pajak atas 
pelayanan restoran. 
Restoran adalah tempat menyantap 
makanan dan/atau minuman yang 
disediakan dengan dipungut 
bayaran, tidak termasuk usaha jasa 
boga atau catering. 
c. Pajak Hiburan adalah pajak atas 
penyelenggaraan hiburan. 
Hiburan adalah semua jenis 
pertunjukan, permainan, permainan 
ketangkasan, dan/atau keramaian 
dengan nama dan bentuk apapun, 
yang ditonton atau dinikmati oleh 
setiap orang dengan dipungut 
bayaran, tidak termasuk 
penggunaan fasilitas untuk berolah 
raga. 
d. Pajak Reklame adalah pajak atas 
penyelenggaraan reklame. 
UU RI No. 34 Th. 2000. Reklame 
adalah benda, alat, perbuatan atau 
media yang menurut bentuk dan 
corak ragamnya untuk tujuan 
komersial, dipergunakan untuk 
memperkenalkan, menganjurkan 
atau memujikan suatu barang, jasa 
atau orang, ataupun untuk menarik 
perhatian umum kepada suatu 
barang, jasa atau orang yang 
ditempatkan atau dapat dilihat, 
dibaca, dan/atau didengar dari suatu 
tempat oleh umum kecuali yang 
dilakukan oleh Pemerintah 
e. Pajak Penerangan Jalan adalah  
Pajak atas penggunaan tenaga 
listrik, dengan ketentuan bahwa di 
wilayah Daerah tersebut tersedia 
penerangan jalan, yang 
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rekeningnya dibayar oleh 
Pemerintah Daerah. 
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian 
Golongan C adalah  
Pajak atas kegiatan pengambilan 
bahan galian Golongan C sesuai 
dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
g. Pajak Parkir adalah  
Pajak yang dikenakan atas 
penyelenggaraan tempat parkir 
diluar badan Jalan oleh orang 
pribadi atau badan, baik yang 
disediakan berkaitan dengan pokok 
usaha maupun yang disediakan 
sebagai suatu usaha, termasuk 
penyediaan tempat penitipan 
kendaraan bermotor dan garasi 
kendaraan bermotor yang 
memungut bayaran. 
(2)  Tarif jenis pajak sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) 
ditetapkan paling tinggi sebesar: 
a. Pajak Hotel 10% (sepuluh 
persen); 
b. Pajak Restoran  10% 
(sepuluh persen); 
c. Pajak Hiburan 35% (tiga 
puluh lima persen) 
d. Pajak Reklame 25% (dua 
puluh lima persen) 
e. Pajak Penerangan Jalan 
10% (sepuluh persen) 
f. Pajak Pengambilan Bahan 
Galian Golongan C 20% 
(dua puluh persen) 
g. Pajak Parkir 20% (dua 
puluh persen)  
 
2.5 Retribusi Daerah 
Ketentuan Pasal 18 dalam Undang-
undang nomor 18 Tahun 1997 diubah, 
dan ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (4), 
ayat (5), dan ayat (6), sehingga 
keseluruhan pasal 18 dalam Undang-
undang  Nomor 34 Tahun 2000 berbunyi 
sebagai berikut: 
(1) Objek Retribusi terdiri dari: 
a. Jasa Umum; 
b. Jasa Usaha; 
c. Perizinan Tertentu. 
(2) Retribusi dibagi atas tiga golongan: 
a. Retribusi Jasa Umum; 
b. Retribusi Jasa Usaha; 
c. Retribusi Perizinan Tertentu 
(3)  Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, 
Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi 
Perizinan Tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah 
berdasarkan kriteria sebagai 
berikut: 
a. Retribusi Jasa Umum; 
1. Retribusi Jasa Umum bersifat 
bukan pajak dan bersifat bukan 
Retribusi Jasa Usaha atau 
Retribusi Perizinan Tertentu; 
2. Jasa yang bersangkutan 
merupakan kewenangan Daerah 
dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi; UU RI No. 34 Th. 
2000  
3. Jasa tersebut memberi manfaat 
khusus bagi orang pribadi atau 
badan yang diharuskan membayar 
Retribusi, disamping untuk 
melayani kepentingan dan 
kemanfaatan umum; 
4. Jasa tersebut layak untuk 
dikenakan Retribusi; 
5. Retribusi tidak bertentangan 
dengan kebijakan nasional 
mengenai penyelenggaraannya; 
6. Retribusi dapat dipungut secara 
efektif dan efisien, serta 
merupakan salah satu sumber 
pendapatan Daerah yang 
potensial; dan 
7. Pemungutan Retribus 
memungkinkan penyediaan jasa 
tersebut dengan tingkat dan/atau 
kualitas pelayanan yang lebih baik. 
b. Retribusi Jasa Usaha; 
1. Retribusi Jasa Usaha bersifat 
bukan pajak dan bersifat bukan 
Retribusi Jasa Umum atau 
Retribusi Perizinan Tertentu; dan 
2. Jasa yang bersangkutan adalah 
jasa yang bersifat komersial yang 
sebagianya disediakan oleh sektor 
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swasta tetapi belum memadai atau 
terdapatnya harta yang 
dimiliki/dikuasai Daerah yang 
belum dimanfaatkan secara penuh 
oleh Pemerintah Daerah. 
c. Retribusi Perizinan Tertentu 
1. Perizinan tersebut termasuk 
kewenangan pemerintahan yang 
diserahkan kepada Daerah dalam 
rangka asas desentralisasi; 
2. Perizinan tersebut benar-benar 
diperlukan guna melindungi 
kepentingan umum; dan 
3. biaya yang menjadi beban Daerah 
dalam penyelenggaraan izin 
tersebut dan biaya untuk 
menanggulangi dampak negatif dari 
pemberian izin tersebut cukup 
besar sehingga layak dibiayai dari 
Retribusi perizinan. 
4. Dengan Peraturan Daerah dapat 
ditetapkan jenis Retribusi selain 
yang ditetapkan dalam ayat (3) 
sesuai dengan kewenangan 
otonominya dan memenuhi kriteria 
yang telah ditetapkan. 
5. Hasil penerimaan jenis Retribusi 
tertentu Daerah Kabupaten 
sebagian diperuntukkan kepada 
Desa. 
6. Bagian Desa sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan 
lebih lanjut dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten dengan 
memperhatikan aspek Keterlibatan 
Desa dalam penyediaan layanan 
tersebut.” 
 
2.6 Fungsi dan Peranan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
merupakan bentuk pajak yang dipungut 
oleh negara yang pelaksanaannya 
diserahkan kepada daerah . Berdasarkan 
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 
Pasal 157 menyatakan bahwa sunber 
Pajak Asli Daerah terdiri dari: 
a.  Pendapatan Asli Daerah, yaitu: 
1. Hasil Pajak Daerah 
2. Hasil Retribusi Daerah 
3. Hasil Pegelolaan kekayaan  Daerah 
yang dipisahkan ,dan  
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) yang sah. 
b.  Dana Perimbangan  
c.  Lain-lain Pendapatan yang sah 
Pasal 158 Undang-undang yang 
sama menyatakan bahwa Pajak Daerah 
dan Retribusi daerah ditetapkan dengan 
Undang-undang yang pelaksanaannya 
didaerah diatur lebih lanjut denan 
Peraturan Daerah (perda). 
Berdasarkan  Undang-undang  32 
tahun 2004, tentang Pemerintah, fungsi 
dari pemungutan pajak daerah dan 
retribusi daerah adalah sebagai berikut: 
1. Tumbuhnya kemandirian dan 
keberanian  mengambil peran, yaitu 
bahwa pemungutan pajak daerah 
dan retribusi daerah sebagai bentuk 
kesiapan masyarakat mengambil 
peran juga sebagai kesiapan 
pemerintah mengambil keputusan 
yang tepat disertai rasa tanggung 
jawab. 
2. Adanya komitmen rasa persatuan 
  Bahwa dengan adanya komitmen  
pengurusan rumah tangga sendiri 
terutama dalam pemungutan  pajak 
daerah dan retribusi daerah yang 
selama ini pemungutannya 
diserahkan kepada daerah,tetapi 
hasilnya diserahkan kepada pusat 
dengan prinsip perimbangan 
keuangan. 
  Jadi dengan adanya otonomi 
daerah, segala kebijakan tentang 
pemungutan pajak daerah dan 
retribusi daerah dilimpahkan 
wewenangnya  kepada daerah, 
begitu juga hasil pungutan dikelola  
langsung oleh daeah. 
3. Adanya masyarakat yang Egaliter 
  Dengan adanya persamaan hak dan 
kewajiban  dalam masyarakat, 
terutama hak dan kewajiban yang 
dipunyai pemda, maka pungsi 
pemungutan pajak daerah dan 
retribusi menjadi indikator suatu  
asas kebersamaan  (egalitarian) 
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yang merupakan instrumen dari 
otonomi daerah. 
4. Meningkatkan kemampuan 
pemberdayaan  masyarakat. 
 
3. PEMBAHASAN MASALAH 
 
Pada bab ini akan diuraikan hasil 
penelitian mengenai Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan 
Pengelolaan  Keuangan dan Aset 
Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan 
penelitian tersebut penulis akan 
menganalisis dan mengevaluasi  Peranan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
meliputi : 
A. Jenis-jenis Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah yang dipungut 
oleh DPPKA 
B. Potensi PAD yang belum digali 
C. Perhitungan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 
Untuk uraian terperinci dan 
lengkap terdapat pembahasan di 
atas akan dijelaskan berikut ini : 
 
A.  Jenis-jenis Pajak Daerah dan 
Reribusi Daerah yang dipungut 
Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuagan dan Aset 
 Terdapat banyak instrumen yang 
dapat dipergunakan oleh Pemerintah 
Daerah untuk membiayai seluruh 
pengeluaran yang dibebankan kepada 
Pemerintah  daerah akibat 
disentralisasikannya proses Pemerintahan 
. Seluruh jenis pendapatan yang diterima 
oleh pemerintah daerah serta seluruh 
pembiayaan (pengeluaran) daerah secara 
jelas tercantum dalam suatu Anggaran 
Pendapatan  dan Belanja Daerah.  
Secara garis besar sumber 
pembiayaan  (pendapatan) bersumber 
dari: 
1. Pendapatan yang diperoleh dari 
luar pemda ( external source),  
Misalnya pendapatan yang 
bersumber dari APBN, Investor, 
Negara asing, pihak Swasta,dan 
lain sebagainya. 
2. Pendapatan yang bersumber dari 
Pemda itu sendiri (local source)  
Pendapatan ini merupakan 
pendapatan yang digali  dan 
ditangani sendiri oleh Pemda itu 
sendiri, misalnya Pajak Daerah, 
Retribusi daerah, hasil-hasil 
badan usaha yang dimiliki oleh 
daerah.. Seperti halnya Pemda 
kota lain yang ada diseluruh 
Indonesia, Pemda Rokan Hulu, 
juga memberikan beragam Jenis 
Pajak daerah. Hal ini diatur dalam 
Undang-undang Nomor 18 tahun 
1997  tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 
 Sebagai operasionalisasi 
ditingkat daerah maka dikeluarkanlah 
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu 
Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah.  Adapun Jenis Pajak dan tarif 
Pajak yang tangani oleh pihak  Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset  Kabupaten Rokan Hulu antaran 
lain: 
1. Pajak Hotel 10% x  Dasar 
Perhitungan Pajak (DPP) 
2. Pajak Restoran 10% x DPP 
3. Pajak Penerangan Jalan 10% x 
DPP 
4. Pajak Reklame 25% x DPP 
5. Pajak Hiburan 35% x DPP 
6. Pajak  Air Bawah Tanah  20% x 
DPP 
7. Pajak Sarang Burung Walet 5% 
x DPP 
Dalam pelaksanaan pemungutan  
Pajak tersebut pihak Pemda dalam hal ini 
sektor DPPKA membentuk suatu tim 
dibawah bidang Pajak Asli Daerah. 
 
B. Potensi PAD Yang Tidak Atau 
Belum Digali 
 Sebagai mana yang telah 
ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 
34 tahun 2000 bahwa Pemerintah/Kota 
mempunyai kewenangan untuk mengatur 
dan menetapkan pemberlakuan terhadap 
10 Pajak Daerah dan 27 Retribusi 
Daerah. Meskipun Pemerintah/Kota 
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dapat menetapkan jenis Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah diluar yang telah 
ditetapkan dalam Undang-undang 
tersebut sepanjang memenuhi persyaratan 
yang telah ditentukan. 
 Jika dibandingkan antara 
pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan 
yang diatur dalam Perda Pemerintah 
Kabupaten Rokan Hulu maka terdapat 
beberapa jenis Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah sbb: 
1. Dari 10 jenis Pajak Daerah yang 
merupakan kewenangan Pemerintah 
Kabupaten/Kota sebagaimana diatur 
dalam Undang-undang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, Pemerintah 
Kabupaten Rokan Hulu hanya 
menerapkan 9 Pajak Daerah. 
Adapun satu jenis pajak Daerah 
yang belum diterapkan di Kabupaten 
Rokan Hulu adalah Pajak Sarang 
bulung Walet. 
2. Dari 27 jenis Retribusi Daerah yang 
menjadi kewenangan Pemerintah 
Kabupaten/Kota sebagaimana diatur 
dalam Undang-undang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, Pemerintah 
Kabupaten Rokan Hulu baru 
menerapkan 20 jenis Retribusi 
Daerah. 
 Adapun 7 jenis Retribusi Daerah 
yang belum diterapkan di Kabupaten 
Rokan Hulu adalah Retribusi: 
1) Retribusi pelayanan pemakaman          
dan penguburan mayat 
2) Retribusi pengujian kapal 
perikanan 
3) Retribusi tempat pelelangan 
4)  Retribusi layanan pelabuhan 
kapal 
5) Retribusi tempat penjualan 
minuman beralkohol 
6) Retribusi pasar grosir dan atau 
pertokoan 
7) Retribusi pengantian biaya cetak 
peta 
Berdasarkan hasil pengujian lebih 
lanjut, peluang untuk meningkatkan 
sumber PAD yang berasal dari Pajak 
Daerah maupun Retribusi Daerah cukup 
terbuka, yang bersifat intensifikasi 
maupun ekstensifikasi. Adapun beberapa 
jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
yang mempunyai relatif besar, baik 
ditinjau dari sudut subjek maupun objek 
Pajak/Retribusi serta jumlah 
penerimaannya, antara lain : Pajak Hotel, 
Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak 
Bahan Galian C, Pajak Penerangan Jalan, 
Retribusi Sampah, Retribusi Parkir, 
Retribusi IMB,  
Adapun Pajak Daerah dan 
Retribusi daerah yang telah diatur 
menjadi kewenangan Pemerintah 
Kabupaten/Kota tetapi belum diterapkan 
oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu 
dan sebenarnya mempunyai potensi yang 
relatif besar adalah: Retribusi 
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, 
Retribusi Tempat Penginapan/ 
Pensanggarahan/villa, Retribusi 
Penggantian Biaya cetak peta. 
  
C. Perhitungan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 
1. Pemerintah Kabupaten Rokan 
Hulu mengelola Pajak Restoran 
kepada wajib pajak CV. Samba 
Macang  ( H. Abd.Somad ) atas 
penyediaan makanan dan 
minuman pada kegiatan 
penyelengaraan Musrembang 
RKPD tahun 2010 atas nilai jasa 
restoran sebesar Rp. 
27.690.000,00 
Jadi Pajak Restoran yang harus 
dibayar oleh CV Samba Macang 
adalah : 
      Dasar Perhitungan Pajak Rp. 
27.690.000 x Tarif 10% = Rp. 
2.769.000,00 
 Jadi Pajak Restoran Terhutang 
Rp. 2.769.000,00 
Jadi jurnal Perlakuan Akuntansi 
Atas Perhitungan Pajak adalah: 
 Beban Pajak   Rp. 2.769.000,00 
                Kas   Rp. 
2.769.000,00 
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2. Pemerintah Kabupaten Rokan 
Hulu mengelola Pajak Hotel 
Sapadia wajib Pajak Hotel 
Sapadia, sewa tempat (kamar 
hotel) untuk tenaga 
ahli/Fasilitator pada acara 
Finalisasi Evaluasi RPJM 2006-
2011 atas nilai jasa sewa kamar 
sebesar Rp. 1.792.000,00 
 Jadi Pajak Sewa tempat (kamar 
hotel) yang harus dibayar oleh 
hotel Sapadia adalah: 
 Dasar Perhitungan Pajak Rp. 
1.792.000x Tarif 10% = Rp. 
179.200,00 
 Pajak Sewa tempat (kamar 
hotel) terhutang adalah =Rp. 
179.200,00 
Jadi jurnal Perlakuan Akuntansi 
Atas Perhitungan Pajak adalah: 
       Beban Pajak   Rp. 179.200,00 
              Kas  Rp. 
2.769.000,00 
3. Pemerintah Kabupaten Rokan 
Hulu juga mengelola Pajak 
Penerangan jalan non PLN 
PT.SAWIT ASAHAN INDAH  
dengan pemakaian 
sebagaiberikut: 
Pengolahan /industri    
1,097,173 x 10.42 per KWH = 
Rp. 11,432,543 
Domestik/R.Tangga      
45,716,00 x 7,2 per KWH    = 
Rp. 329,155 
Jadi  total pajak untuk Bulan 
Januari s/d Maret yang harus 
dibayar oleh PT. SAWIT 
ASAHAN INDAH adalah Rp. 
11.761, 697 
Jadi jurnal Perlakuan Akuntansi 
Atas Perhitungan Pajak adalah: 
 Beban Pajak   Rp. 11.761.697,00 
             Kas   Rp. 
11.761.697,00 
4. Pemerintah Kabupaten Rokan 
Hulu juga mengelola Retribusi 
Persampahan pada setiap Bank 
yang ada di Kabupaten Rokan 
Hulu dengan Retribusi 
perbulannya di kenakan 
Rp.150.000,00 
5. Pemerintah Kabupaten Rokan 
Hulu juga mengelola Retribusi 
Rumah Sakit Bersalin dengan 
Retribusi perbulan Rp. 
60,000,00 
6. Pemerintah Kabupaten Rokan 
Hulu juga mengelola Retribusi 
Persampaha pada setiap Dialer 
yang ada di Kabupaten Rokan 
Hulu dengan Retribusi per bulan 
Rp. 100.000,00 
 
D. Peranan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah di Dalam 
Pembangunan Ekonomi Daerah 
  
Pada era otonomi daerah sekarang 
ini maka setiap daerah di pacu untuk bisa  
membiayai keperluan dan urusan rumah 
tangga daerahnya, hal ini sebagai 
konsekwensi dari adanya pelimpahan  
wewenang dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah dalam penyelengaraan 
urusan rumah tangga daerahnya. Dengan 
demikian mengharuskan setiap daerah 
untuk bisa mengoptimalkan pelaksanaan 
pembangunan ekonomi di daerah masing-
masing. 
Pada hakekatnya pembangunan  
dapat dilihat salah satunya dari definisi 
pembangunan sebagaimana  diyatakan 
oleh  Sondang P. Siagian yaitu bahwa  
pembangunan biasanya di definisikan 
sebagai rangkaian  usaha untuk  
mewujudkan  pertumbuhan dan 
perubahan secara terencana  ditempuh 
oleh suatu bangsa menuju modernitas 
dalam rangka pembinaan bangsa.  
Dari definisi tersebut  di atas 
sedikitnya ada 7 (tujuh) ide pokok 
mengenai  pembangunan yang 
merupakan suatu proses, artinya 
pembangunan ini merupakan rangkaian  
kegiatan yang berlangsung secara 
berkelanjutan  dan terdiri dari tahap-
tahap di suatu pihak bersifat tanpa akhir. 
Kedua, pembangunan merupakan upaya 
yang secara sadar ditetapkan sebagai 
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suatu untuk dilaksanakan. Ketiga, 
pembangunan dilaksanakan secara 
terencana baik dalam arti jangka pendek, 
jangka menengah dan jangka panjang. 
Keempat, rencana pembangunan 
mengandung makna  pertumbuhan dan 
perkembangan. Kelima, pembangunan 
mengarah pada modernitas yakni cara 
hidup yang baru dan lebih baik dari 
sebelumnya. Cara berpikir rasional dan 
sistem budaya yang kuat tetap fleksibel. 
Keenam, modernitas yang ingin dicapai 
melalui berbagai kegiatan pembangunan. 
Tujuh, sarana ditujukan untuk 
mengukuhkan pondasi dan memantapkan 
keberadaan suatu bangsa menjadi negara 
yang sejajar dengan negara dan bangsa 
lain.   
Jadi dengan demikian  Peranan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
didalam pembangunan Ekonomi Daerah 
di Kabupaten sangat penting antara lain 
digunakan  untuk membangun sarana dan 
prasarana untuk kepentingan masyarakat. 
Misalnya  pembangunan rumah sakit, 
lain-lain bentuk layanan masyarakat, 
selain itu pengembangan fisik/ lokalitas, 
pengembangan dunia usaha, kesempatan 
lapangan kerja dan pengembangan 
ekonomi masyarakat. 
 
4. PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
 Berdasarkan uraian yang telah 
dikemukakan  sebelumnya, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keungan dan Aset Kabupaten 
Rokan Hulu Pasir Pengaraian 
adalah instansi yang menangani 
masalah pendapatan, keuangan dan 
aset daerah. 
2. Pajak Daerah adalah  iuran wajib 
yang dilakukan oleh orang pribadi 
atau badan kepada Daerah tanpa 
imbalan langsung yang seimbang, 
yang dapat dipaksakan 
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang 
digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan 
Daerah dan pembangunan Daerah 
“ 
3.  Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah merupakan salah satu 
sumber Pendapatan  Daerah 
(PAD) yang berguna untuk 
membantu Pembangunan Daerah 
4. Setiap tahun Pemerintah Daerah 
Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Kabupaten 
Rokan Hulu selalu menggali 
Potensi Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah yang baru. 
5. Dari 10 jenis Pajak Daerah yang 
merupakan kewenangan 
Pemerintah Kabupaten/Kota 
sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, Pemerintah 
Kabupaten Rokan Hulu hanya 
menerapkan 9 Pajak Daerah dan 
dari 27 jenis Retribusi Daerah 
yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Kabupaten/Kota, 
Pemerintah Kabupaten Rokan 
Hulu hanya menerapkan 20 jenis 
Retribusi Daerah. 
 
B.  Saran 
 Berdasarkan uraian di atas maka 
penulis akan memberikan saran untuk 
instansi sebagai berikut : 
1. Instansi sebaiknya lebih mempelajari 
dan memahami serta menguasai  
peraturan perpajakan yang sedang  
berlaku di Indonesia dan mengetahui 
peraturan perpajakan yang sudah 
tidak berlaku lagi karena peraturan 
perpajakan di Indonesia terus 
mengalami perubahan dari waktu 
kewaktu 
2. Sebaiknya instansi lebih terbuka 
terhadap Wajib Pajak tentang 
prosedur perhitungan pajak yang di 
bebankan kepada mereka dan 
mensosialisasikan agar mereka 
mengetahui berapa besarnya pajak 
yang dibebankan kepadanya.  
PERANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
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